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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia terjadi di berbagai macam sektor, seperti sosial, politik, 

hukum, pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia untuk 

mengejar ketertinggalan dan menjadi negara maju serta untuk mensejahterakan 

masyarakat. Kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang umumnya 

berfokus pada pengalokasian sumber daya publik, penyediaan layanan publik, 

pengaturan kegiatan masyarakat serta jaminan ketentraman dan keamanan (Agus 

Muljanto, 2021). Dalam upaya mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah 

Indonesia mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari tiga sektor, yaitu sektor 

pajak, sektor migas, dan sektor bukan pajak (Waroi et al., 2020).  

Program pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, 

dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mayoritas pembiayaannya 

berasal dari penerimaan pajak. Dalam pengelolaannya, penerimaan pajak pada 

pemerintah daerah dikelola oleh dua tingkatan, yakni dari Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Mayoritas wilayah di Indonesia, sumber pendapatannya 

bergantung pada pajak daerah sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

terus meningkatkan sumber pemasukan dari daerahnya (Hanum & Sari, 2023). 

Pajak Daerah adalah sebuah pungutan daerah yang wajib dibayarkan oleh 

masyarakat kepada pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan 

hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan secara langsung kepada wajib pajak (Lubis 
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et al., 2024). Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang didapatkan pemerintah daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (Fitriani et al., 2023). Pendapatan Asli Daerah 

berkontribusi besar dalam berbagai pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan di 

masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Sebagai salah satu komponen utama bagi 

Pendapatan Asli Daerah, menjadikan Pajak daerah memiliki peran yang penting. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan potensi penerimaan 

daerahnya melalui peningkatan pemungutan pajak daerah (Nazmi et al., 2024). 

Jenis pajak daerah beragam tetapi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah 

salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi memberikan kontribusi pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak 

yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan 

kendaraannya dijalan umum (I. M. K. Putri et al., 2023). Alasan yang menjadikan pajak 

kendaraan bermotor berkontribusi bagi pendapatan asli daerah adalah jumlah 

kendaraan bermotor yang tidak sedikit. Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan, jumlah kendaraan bermotor untuk periode tahun 2020-2024 

di Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan 

Tahun Jumlah Kendaraan  

2020 1.208.990 

2021 1.231.284 

2022 1.275.377 

2023 1.302.778 

2024  

(Januari-Oktober) 
1.090.381 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024. 

Dari data yang disajikan pada tabel 1.1. menunjukkan jumlah kendaraan 

bermotor dari tahun 2020 sampai 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

kecuali tahun 2024 yang terhitung baru sampai bulan Oktober. Hal ini menunjukkan 

adanya pertumbuhan kebutuhan dan minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor. 

Adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor di setiap tahunnya, menjadikan pajak 

kendaraan bermotor tersebut menjadi pungutan wajib yang mempunyai potensi bagi 

pendapatan asli daerah. Berikut merupakan tabel penerimaan pajak kendaraan 

bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. 
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Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 

Penerimaan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor (Rp) 

Total PAD (Rp) 

Persentase 

Penerimaan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor terhadap 

PAD (%) 

2020 1.069.302.341.956,00 3.375.100.984.842,03 32% 

2021 1.050.846.360.960,00 3.865.463.033.085,17 27% 

2022 1.194.685.750.280,00 4.930.954.855.677,74 24% 

2023 1.226.523.884.789,00 5.199.841.748.586,80 24% 

2024 

(Januari-

Oktober) 

991.751.408.550,00 4.167.007.196.552,23 24% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024. 

Dari data yang disajikan pada tabel 1.2. dapat dilihat penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2022 

dengan jumlah 1.194.685.750.280,00 dan tahun 2023 dengan jumlah 

1.226.523.884.789,00. Dari data yang disajikan pada tabel tersebut juga 

menggambarkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu memberikan kontribusi 

ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan di setiap tahunnya, seperti 

pada tahun 2022 hingga 2024 dengan persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor 

terhadap pendapatan asli daerah mencapai 24%.  

Meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor sempat mengalami 

peningkatan dan selalu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumatera 

Selatan masih belum dikatakan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya 

jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. 
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Tunggakan pajak merupakan pajak yang harus dibayar termasuk bunga, denda atau 

kenaikan yang tercantum pada surat ketetapan pajak yang didasarkan dari hukum yang 

berlaku. Berikut ini ialah informasi tunggakan pajak kendaraan bermotor  di Sumatera 

Selatan periode 2020-2024. 

Tabel 1.3. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan 

Tahun Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Unit) 

2020 672.671  

2021 326.730 

2022 14.642 

2023 43.934 

2024  

(Januari-Oktober) 
161.391 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024. 

Menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, adanya 

tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kesadaran wajib pajak, pendapatan yang tidak tetap, jarak tempat tinggal yang jauh dari 

kantor Samsat, dan dapat juga karena pelayanan jasa pada saat proses membayar pajak. 

Rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu penyebab tunggakan yang paling 

umum terjadi. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

pajaknya menyebabkan adanya ketidakpatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib 

pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak secara tepat dan benar dalam 

menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ristanti et 

al., 2022). Tingginya kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk menekan jumlah 

tunggakan pajak yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam mencapai target 

penerimaan. Guna meningkatkan kepatuhan dan menekan tunggakan pajak, 
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pemerintah menetapkan suatu kebijakan yang memberikan keringanan bagi wajib 

pajak melalui kebijakan pemutihan pajak. 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah langkah yang dilaksanakan 

pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang telah lama menunggak pembayaran 

pajak kendaraan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan berbagai keringanan 

yang dapat mengurangi beban wajib pajak, seperti pengurangan atau penghapusan 

denda bagi wajib pajak yang melunasi pajak pada saat kebijakan pemutihan ini 

berlangsung. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini memiliki ketentuan 

yang berbeda dengan disesuaikan di tiap daerah, sehingga program ini sejalan dengan 

kondisi dan kebutuhan spesifik dari masing-masing wilayah. Keberadaan kebijakan 

pemutihan ini merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesadaran serta kepatuhan 

masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor 

(Wiranjani & Sujana, 2023).  

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda). Badan Pendapatan Daerah merupakan sebuah instansi di bawah 

Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertugas mengelola penerimaan pajak daerah. 

Bapenda bertanggung jawab atas koordinasi dan pemungutan pajak, dana 

perimbangan, bagi hasil pajak, retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya 

(Arfah et al., 2023).  Seperti halnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi 

Sumatera Selatan yang secara konsisten menjalankan kebijakan pemutihan pajak 

kendaraan bermotor melalui peraturan Gubernur Sumatera Selatan disetiap tahunnya.  
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Kebijakan Pemutihan Pajak yang diberikan selama 5 tahun berturut-turut yaitu, 

Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Kebijakan ini diberikan sejak tahun 2020 melalui Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 44/2020, tahun 2021 melalui Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 21/2021, tahun 2022 melalui Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 18/2022, tahun 2023 melalui Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 6/2023, dan pada tahun 2024 melalui Pasal 2 Peraturan Gubernur 

Sumatera Selatan Nomor 14/2024. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor 

merupakan penghapusan bunga serta kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari 

adanya pajak terutang yang tidak dibayar atau dibayar kurang dalam masa atau tahun 

pajak tertentu (Pratama & Harapan Tua RFS, 2022). Berdasarkan Penelitian Wiranjani 

& Sujana (2023) dengan hasil kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Sedangkan pada penelitian Dzulfitriah & Saepulloh (2022) mendapatkan hasil bahwa 

kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Kebijakan Pemutihan Pajak lainnya yang pernah diberikan oleh Pemerintah 

Sumatera Selatan yaitu Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan 

ini diberikan pada tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 

44/2020 Pasal 6, dan tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 

18/2022 Pasal 2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan merupakan langkah yang 

dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan kendaraan bermotor karena adanya 
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jual beli kendaraan tetapi dengan keberadaan pembebasan, dimana bea balik nama 

dibebaskan dari pungutan dalam proses balik namanya (Sari et al., 2022). Berdasarkan 

penelitian Widya Sasana et al. (2021) dengan hasil kebijakan pemutihan bea balik nama 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil 

penelitian oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) menyatakan bahwa tidak adanya 

pengaruh pada kebijakan pemutihan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pemerintah Sumatera Selatan menginisiasi kebijakan baru dalam pemutihan 

pajak tahun 2024 melalui Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 

14/2024, yaitu Pembebasan Pajak Progresif. Pajak Progresif merupakan jenis pajak 

yang memiliki mekanisme pertambahan persentase seiring dengan kenaikan nilai objek 

pajak dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai kendaraan pribadi dengan jumlah 

dua atau lebih dengan alamat dan nama yang sama (Atapary et al., 2023). Dengan 

adanya kebijakan pemutihan pajak progresif membuat wajib pajak tidak perlu 

membayar pajak tambahan apabila termasuk kriteria wajib pajak yang mempunyai 

beberapa kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama dan alamat yang sama. 

Berdasarkan Penelitian Latrini & Gayatri (2018) menyimpulkan kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya dipengaruhi dengan adanya pajak progresif, 

sedangkan Penelitian oleh Amalia & Aris (2024) berkesimpulan bahwa tidak adanya 

pengaruh pada pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan judul “ Pengaruh 

Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak atas Kendaraan Bermotor terhadap 



9 
 

Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan ” 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

a. Apakah pembebasan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak? 

b. Apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak? 

c. Apakah pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk menganalisis pengaruh pembebasan denda pajak kendaraan bermotor 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b. Untuk menganalisis pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

c. Untuk menganalisis pengaruh pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yakni: 

 



10 
 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait kebijakan pemutihan pajak 

atas kendaraan bermotor. Penelitian ini memberikan informasi mengenai kepatuhan 

wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya melalui keringanan yang diberikan 

dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak 

yang berkepentingan, seperti : 

a. Pemerintah Daerah 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

pemerintah daerah dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pemutihan 

pajak yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak. 

b. Wajib Pajak 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan kepada wajib 

pajak mengenai kebijakan pemutihan pajak yang dapat menjadi peluang untuk 

melunasi kewajiban pajak dengan memanfaatkan keringanan yang diberikan.  
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